
LAMPIRAN
A. Daftar Pertanyaan Wawancara

No Daftar Pertanyaan

1. Selama masa pandemi COVID-19, apakah anggaran untuk Bansos semakin

diperbanyak oleh pemerintah pusat maupun daerah?

2. Apakah pendataan dan verifikasi untuk meninjau ulang warga masyarakat

calon penerima bansos telah dilakukan secara maksimal?

3. Apakah selama masa pandemi COVID-19 kriteria maupun karakteristik

masyarakat miskin di Ponorogo dapat disamakan dengan masyarakat pada

daerah-daerah lain?

4. Sebelum masa pandemi COVID-19 terjadi, kira-kira faktor apa saja yang

mendasari krisis perekonomian sebagian besar masyarakat Ponorogo?

5. Jika dianalisis lebih lanjut, sejauh mana efektivitas penyaluran Bantuan Sosial

dalam memberdayakan masyarakat Ponorogo akibat masa pandemi

COVID-19?

6. Sejauh mana kewenangan Dinsos P3A Ponorogo dalam menentukan kriteria,

target, serta sasaran masyarakat calon penerima Bansos selama masa pandemi

COVID-19?

7. Apakah selama masa pandemi COVID-19 ditemukan banyaknya inisiatif

masyarakat maupun pemerintah desa dalam melakukan usulan pengajuan baru

untuk mendapatkan Bansos?

B. Daftar Informan

No. Nama Jabatan

1. Dian Ratih Yuniatama, S.E Kabid Penanganan Fakmis dan

Pemberdayaan Sosial

2. Pujiati, S.Sos, M.Si Kasi Penanganan Fakir Miskin

3. Nuning Saptaningrum, AP Administrator Rehabilitasi Masalah Sosial

4. Etty Nooraini Khayasih, M.M Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
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C. Dokumentasi

Gambar 1 Wawancara dengan bu Nuning selaku Administrator Rehabilitasi Masalah

Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Ponorogo.

Gambar 2 Wawancara dengan bu Dian selaku Kabid Penanganan Fakmis dan

Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Ponorogo.
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Gambar 3 Wawancara dengan bu Etty selaku Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

Gambar 4 Menggali Data berupa angka terkait jumlah Bantuan Sosial Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.
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